BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR: 09 /KPTS/q{ /2013

TENTANG

PENETAPAN TUNJANGAN KOMUNIKASI INTENSIF (TKI) PIMPINAN DAN ANGGOTA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH SERTA BELANJA PENUNJANG
OPERASIONAL (BPO) PIMPINAN DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN BENGKALIS TAHUN 2013

BUPATI BENGKALIS,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 8
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007
tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran dan Pertanggungjawaban Penggunaan

Belanja Penunjang Operasional Pimpinan
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Tata Cara
Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Dana Operasional, perlu ditetapkan Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud

dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan
Bupati Bengkalis tentang Penetapan Tunjangan
Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah serta Belanja Penunjang
Operasional Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun 2013;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956
tentang = Pembentukan  Daerah  Otonom  Kabupaten
dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003

tentang Susunan dan Kedudukan Majelis
Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat,
dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;

3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah;

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004
tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat
dan Pemerintahan Daerah;



f.2: S

. ,Undang—Undang © Nomor 12 Tahun 2011

' tentang Pembentukan Peraturan Perundang -undangan;

.‘,Peraturan Pemerlntah Nomor B 24 _’ Tahun © 2004

tentang- . Kedudukan Protokoler ~ dan - Keuangan

Pimpinanrl dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah,

’sebagaimaria telah diubah ~  beberapa kali

~ terakhir ~ dengan  Peraturan Pemermtah -Nomor 21
- Tahun - 2007 ~tentang Perubahan Ketiga  atas -
- Peraturan  Pemerintah  Nomor 24 - Tahun 2004

 tentang Kedudukan Protokoler = dan . Keuangan
~Pimpinan ~dan  Anggota Dewan  Perwakilan = Rakyat
;‘Daerah DRI R L A 2 '

Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tah'i,lnr 2005

§ tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

.:P¢raturan ‘ Pemerlntah Nomor 79 " Tahun 2005
_tentang Pedoman = Pembinaan dan Pengawasan

- Penyelenggaraan Peme_rintahan Daerah;

.‘,“,Pe‘raturan - Pcmérintah Nomor 38 . Tahun 2007

. tentang = Pembagian -  Urusan Pemerintahan

~antara - Pemerintah, Pemerintahan - Daerah Provinsi

E dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota, "

10. ]

Peraturan Menteri- Dalam Negen Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman  Pengelolaan Keuangan — Daerah,
'sebagalmanak ~ telah diubah = beberapa kali

" terakhir = dengan . -Peraturan = Menteri = Dalam - Negeri
“Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas

Peraturan Menteri ‘Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006

tentang Pedoman R Pengelolaan ‘ ~Keuangan

7 'Daerah

11.]

:Peraturan Menten Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2007

tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah,
Penganggaran  dan. P_ertanggung]awaban - Penggunaan -
Belanja Penunjang - Operasional -~ Pimpinan -

- Dewan :Perwakilan ‘Rakyat  Daerah - serta Tata Cara

12.

Pengemballan - Tunjangan. Komunikasi - IntenS1f'
dan Dana Operasmnal ' L :

Peraturan - Daerah Kabupaten ‘Bengkalis Nomor 07

~ Tahun 2008  tentang - Penyelenggaraan l» ~Urusan

14.1

5 Pemerlntahan Daerah Kabupaten Bengkalis;

13. -
- Tahun 2009 tentang - Pokok-pokok Pengelolaan
"Keuangan Daerah : L

Peraturan _ Daerah Kabupaten Bengkalls Nomor 03

Peraturan ‘Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 5
Tahun 2012 tentang ~Organisasi dan = Tata Kerja.

Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan Perwakllan_

: Rakyat Daerah Kabupaten Bengkahs, e




Menetapkan :

KESATU

KEDUA

KETIGA

KEEMPAT

KELIMA

KEENAM

MEMUTUSKAN :
: Menetapkan Tunjangan Komunikasi Intensif
Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah
serta Belanja Penunjang Operasional
Pimpinan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

Kabupaten Bengkalis Tahun 2013.

: Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang

Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU,
adalah sebagai berikut :

a. Tunjangan Komunikasi Intensif, sebesar Rp. 6.300.000,-
(Enam Juta Tiga Ratus Ribu Rupiah) per Bulan;

b. Belanja Penunjang Operasional, sebesar Rp. 26.040.000,-
(Dua Puluh Enam Juta Empat Puluh Ribu Rupiah) per Bulan.

: Tunjangan Komunikasi Intensif dan Belanja Penunjang

Operasional sebagaimana dimaksud dalam DIKTUM KESATU,
dibayarkan terhitung mulai tanggal 1 Januari 2013.

: Kategori kemampuan keuangan daerah sebagai dasar

perhitungan besaran Tunjangan Komunikasi Intensif
dan Belanja Penunjang Operasional adalah  kategori
kelompok tertinggi.

: Segala biaya yang timbul akibat ditetapkanya Keputusan ini,

dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2013.

: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bengkalis
B pada tanggal 2 QAN\y\ 2013
IS,

J 'H. HERLIYAN SALEH

TEMBUSAN : disampaikan Kepada Yth :

DU hWN

. Sekretaris

di Bengkalis.

. Gubernur Riau di Pekanbaru;

. Inspektur Provinsi Riau di Pekanbaru;

. Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;
. Sekretaris Daerah Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

. Inspektur Kabupaten Bengkalis di Bengkalis;

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bengkalis



